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PERATURAN DAERAH KOTA MATARAM
NOMOR 5 TAHUN 2009
TENTANG
PENERIMAAN DONASI KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MATARAM,

bahwa dalam upaya peningkatan peran dan partisipas
masyarakat dalam pembangunan, dan sebagai upaya peningkatan
Pendapatan Adli Daerah (PAD) maka dipandang perlu menarik
penerimaan dalam bentuk donasi dengan memperhatikan keadaan
ekonomi masyarakat.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di
atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Mataram tentang
Penerimaan Donasi Kepada Daerah.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3541) Sebagaimana telah dirubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara
Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2890);

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat Il Mataram (Lembaran Negara Tahun
1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3531);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4383);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan
Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4090);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provins dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota;

Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 8 Tahun 2000 tentang
Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah
Kota Mataram (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 1);



Menetapkan :

11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang

Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan
Daerah Kota Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008
Nomor 2 Seri D);

12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 5 Tahun 2008 tentang

D

Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram
(Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2008 Nomor 3 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama
EWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MATARAM
dan
WALIKOTA MATARAM

MEMUTUSKAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN DONAS
KEPADA DAERAH

BAB |
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Daam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1
2.

3.

© ©

10.

Daerah adalah Daerah Kota Mataram;

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara pemerintahan daerah;

Kepala Daerah selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota
Mataram;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mataram,;

Donas adalah pemberian oleh donatur kepada daerah yang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
baik yang berupa uang atau yang disamakan dengan uang maupun
barang-barang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
Donatur adalah setiap orang atau badan hukum dimanapun domisilinya
tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberi
sumbangan kepada daerah;

Penyelenggaraan Donasi adalah kegiatan pungutan sumbangan pihak
ketiga oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

Dinas adalah Dinas Pendapatan Kota M ataram;

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintahan daerah dan DPRD,
dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsiona yang ditunjuk untuk
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pel aksanaan APBD pada SKPD.



BAB 11
OBYEK DAN SUBYEK DONASI

Pasal 2

Setiap pengguna jasa penumpang pesawat udara dan penumpang taksi
bandara di pungut Donasi

Pasal 3

(1) Obyek Donasi adalah setiap pengguna jasa penumpang pesawat udara
yang keluar dari bandara keberangkatan dan pelayanan taksi bandara
bagi penumpang pesawat udara yang datang.

(2) Subyek Donasi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan
jasa penerbangan dan melakukan pembayaran jasa penerbangan
pesawat udara, dan orang pribadi atau badan yang menggunakan taksi
bandara dan melakukan pembayaran.

BAB 111
PENERIMAAN DONASI

Pasal 4

(1) Daerah dapat menerima Donasi;

(2) Pemberian Donas kepada Daerah seperti yang dimaksud pada ayat
(1) tidak mengurangi kewgjiban yang bersangkutan kepada Negara
maupun Daerah, seperti pembayaran Pgjak dan kewajiban-kewajiban
lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Kota Mataram dapat menyelenggarakan Donasi
sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 sesuai dengan bidang tugasnya;.

(2) Semua hasil penerimaan Donas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang seluruhnya
disetor ke Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan.

(3) Setiap penerimaan Donasi langsung diikuti penyerahan kepada pejabat
yang berwenang yang akan mencatatnya dalam penerimaan kas
Daerah.

BABV
KETENTUAN BESARNYA DONAS

Pasal 6

(1) Donas yang sifatnya insidentil dibuatkan tanda terima oleh Walikota
atau pejabat yang ditunjuk atas nama Pemerintah Kota Mataram;
(2) Donas yang sifatnya permanen dan bersifat umum pada kegiatan
tertentu diberikan resi / karcis sebagal tanda donasi;
(3) Besarnya Donasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikelompokkan
menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :
a Donasi Penumpang Pesawat Udara Domestik Rp.5.000,-/
Penumpang;
b. Donass Penumpang Pesawat Udara Internasional Rp.10.000,-/
Penumpang;
c. Donasi Penumpang Taksi Bandara Rp. 1.000,-/Taksi.



